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ABSTRACT

This study analyzes the implications of changes in land use from plantations to settlements on the status of oil palm
plantation HGU in Batu Bara Regency. In Batu Bara Regency, at least 3,668 hectares of oil palm plantation land have
been affected by changes in the RTRW, causing a mismatch between land use and existing HGU. This situation creates
legal uncertainty for HGU holders. This study identifies three main research questions: How does the change in spatial
planning affect the legal status of oil palm plantation HGU in Batu Bara District, North Sumatra Province? How is the
registration of new rights conducted after the HGU change in Batu Bara District? And what are the implications of the
change in rights from HGU to HGB/Right of Use? The research method used is a normative-empirical approach with a
descriptive qualitative approach through document analysis and interviews. Based on the results of the study, according
to Ministerial Regulation ATR/BPN No. 18 of 2021, HGU that do not align with the RTRW must be adjusted to HGB or
Right of Use, with the obligation for HGU holders to surrender at least 20% of the land area to the state. The case
analysis of PT Socfin Indonesia and PT PN III shows that through the mechanism of the Spatial Utilization Activity
Compliance Approval (PKKPR), most of the land can retain its plantation function, but there is land that must have its
rights status changed. The process of converting HGU into HGB or Right of Use follows strict administrative procedures
with a timeframe equal to the remaining HGU period. The implications of this change in rights can be seen from legal,
socio-environmental, and HGU holder perspectives.
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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi perubahan peruntukan ruang dari perkebunan menjadi permukiman terhadap status,
HGU perkebunan sawit di Kabupaten Batu Bara. Di Kabupaten Batu Bara, setidaknya 3.668 hektar lahan perkebunan
sawit terdampak perubahan RTRW yang menyebabkan ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan HGU yang ada. Kondisi
ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang HGU. Penelitian ini mengidentifikasi tiga rumusan masalah
utama: bagaimana perubahan tata ruang memengaruhi status hukum HGU perkebunan sawit di Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana pendaftaran Hak baru setelah perubahan HGU di Kabupaten Batu Bara? Dan
bagaimana Implikasi Perubahan Hak dari HGU ke HGB/Hak Pakai? Metode penelitian yang digunakan adalah metode
normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian)
berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, HGU yang tidak sesuai dengan RTRW harus
disesuaikan menjadi HGB atau Hak Pakai dengan kewajiban pemegang HGU menyerahkan minimal 20% luas lahan
kepada negara. Analisis kasus PT Socfin Indonesia dan PT PN III menunjukkan bahwa melalui mekanisme Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sebagian besar lahan dapat dipertahankan fungsi perkebunnya,
namun terdapat lahan yang harus diubah status haknya. Proses perubahan HGU menjadi HGB atau Hak Pakai mengikuti
prosedur administratif yang ketat dengan jangka waktu sama dengan sisa HGU. Implikasi dari perubahan Hak ini dapat
dilihat dari segi yuridis, sosial-lingkungan serta bagi pemilik HGU sendiri.
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